


...f"'.'.IL

Tugas Hakim FPengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan
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ABSTRAK

Felak=sanaan putusan Fengadilan dapat saja menyimpang dari
pidana yang telah dijatuhkan,; sehingga menderitakan dan
merendahkan martabat manusia (narapidana)., Untuk itu per—
lu digugah perhatian para ahli hukum pidana dan memberi-
kan masukan bagi sistem peradilan pidana serta bagi pene-—
gak hukum, maka dilakukan penrelitian tugas Hakim Peng-
awas dan Fengamat yang mengawasi dan mengamabti pelaksana—
an pidana dan hasil haik buruknya bagi narapidana. Pene-—
litian dilakukan secara deskriptif apnalitis., dan pengum-
pulan data spcara wawancara dan oheervas: di dalam Lembha-—
ga Pemasyarakatan (LFP). Hakim ini turum ke LFP melakukan
pengaswasan dan pengamatan dengan melibat administrasi,
WaWwantara dengan petugas LFP dan narapidana, vang  hanwa
memperhatikan pelaksanaan putusan pldans oleh Jaksa., e
hingga dia memperhatikan narapidana wyang sudah berada da-
Llam LP atau belum, dan yang belum dilaksanakan sulit bagi
Hakim ini untuk mengetahuinya. Petugas LP juga menjadi
chysknya vaitu meiihat pembinaan, tempat pelaksanaan. Hal
ini dilakukan secara tidak mau menyinggung instansi lain,
karena dia mengangap selain itu adalah tugas pelaksana
(ridana dan bukan urusan dia, kalaupun diperhatikan hanya-
lah dengan memasukkan dalam laporannya. Sedangkan hak—hak
narapidana berupsa merndapatkan remisi, lepas barsyarat,
kunmjungan keluarga, suralb vang bebas dari sensor, menda-—
pat perlakuan vang manusiawi kurang menjadi peErhatian
dari Hakim ini. Hakim dalam melakukan kontrol tidzak ada
membeberikan beguran secara langsung bila ada kelalaian.
Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan akan tugasnva,
hambatan waktu, dan dana wuntuk pergi ke LP, sehingga ku-—

rang perlindungan atas hak-hak narapidanmas.



BEap I
PEMDAHLIL LUAM

A. Latar Belakang HMasalah

Fembangunan hukum di Indonesia, kbuswusnvas dalam bi—
dang hukum pidana, salah satunya adalah dntuk memantapkan
kedudukan dan peranan badan—badan penegak hukum sesuai
dengan fungsi dan wewenangnys. Untuk it dibuak kodifika—
G1 dan unifikasi hukoum pidana. Dalam memantapkan keduduk-—
an dan wewenang penegak hukum itu dalam Undang—-Undang Mo.
14 Tabun 1970 tentang Ketentuan—Ketentuan Pokok KEekuaszan
Kehakiman {disebut juga Undang-tindang Pokaolk Eekuasaan Ke—
hakiman dan disingkat UUPEE) ditentukan dalam Pasal 33
{2) bahwa Ketua Pengadilan yvang bersangkutan mengawasi
pelaksamaan putusan pidanma Pengadilan.

Dalam wundang-undanyg pelaksananya dijelaskan lagi,
batiwa  pengawasan  terhadap pelaksanaan  putusan  pidana
Fengadilan i1tu dijalankan oleh suatu lembaga hukum  wang
berpnama "Hak:im Pengawas dan Pszngamat" (sslanjuetnya di-
singkat Hakim Wasmat) untuk membantu Ketuwa Pengadilan.
KUHAF  memasukkan Hakim Wasmat ini dalam Bab ¥¥  mengenai
Fengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Pasal 277
s/d Pasal 2T .

Adanya pengawdasan dan pengamatan terhadap putusan

pilidans Pemgadilan, menunjubkan bahwa Hakim btidak berhenti

bertugas uwetelah putusan dijatuhkan namun dia masih tetap
bartugas setolah putusan dijatubkan. Hakim vang aktif da-
lam peradilan pidana bukan hanya terhadap pemeriksaan
pendabuluan (Fraperadilan) dan di sidang FPengadilan, na-—
mun: juga aktif sesudah putusan dijatubhkan oleh Pengadil-
an.

Fengawasan dan ppngamatan yang dilakukan Pengadilan
menghendaki Hakim selalu mongikut: terpidana atau narapi-
dana. D1 mana sebagai pelaksans putusan pidana Pengadilan

adalah Jaksa dan tempat pelaksansannya adalabh di  dalam



BEre W
HASIL DAN PEMEAHASAN

A. Rangkaian Pelaksanaan Tugas oleh Hakim Peng—

awas dan Fengamat

distem peradilan pidana dapat digambarkan secara
singkat sebagai suatu sistem yang bertujuasan urtuk  "me-
nanggulangi kejahatan”. salah satu usaha masyarakat untuk
merngendalikan terjadinva kejahatan agjar. berada dalam ba-
tas—hatas ‘toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini
dianggap lberhasil apabila sebagian besar dari Laporan dan
keluhan masyarakat bahwa merska telal meniadi korban dari
suatu  kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajubamnya
pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.
Bambarasn di atas adalah memang tugas utama dari sistem
ini, tebapi btidak merupakan kessluruhan tugas sistem. Ma-
8ih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terja-
dinya korban kejabatan maupun mencegah haliwa mereka wang
sedang ataupun sel@#sai menjalani pidana tidak menguelang i
lagi perbuatan mereka vang melanggar huokum  2tu. Dengan
demikian cakupan tugas sistem ini memanyg luas:

1. mencegah masvarakat menizdi korban kejahatan.

Z. menyelesaikan kejahatan vang terijadi, sehingga masyva
ratat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang
bersalah dipidana, dan

3. berusaha agar mereka yang pernah melakuban kejzbatan

trdak mengulangi lagi perbuatannva.
Komponen-komponan vang hekerija sama dalam sistem ini ada-
lah terutama instansi-inatansi (badan-badan) wang kita
Fonal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, FPengadilan, dan

Lembaga Femasyarakatan.
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